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LAMPIRAN I 
PANDUAN WAWANCARA 

PANDUAN WAWANCARA 

 

➤  Waktu/Hari Tanggal 

Tempat :                                         
➤  Identitas Informan 

Nama :                                         
Jabatan :                                                                        

➤  Pertanyaan 
Indikator: Keterlibatan Stakeholder 
1. Apa peran dan tanggung jawab instansi/lembaga Bapak/Ibu dalam pelaksanaan 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau? 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan instansi/lembaga Bapak/Ibu sejak tahap 
perencanaan hingga pelaksanaan Program RHL? 

3. Stakeholder apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Program RHL dan 
bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan? 

Indikator: Kesamaan Tujuan 
4. Bagaimana tujuan instansi/lembaga Bapak/Ibu dalam mendukung Program 

RHL? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh stakeholder telah memiliki tujuan yang 
sama dalam pelaksanaan Program RHL? 

Indikator: Komunikasi 
6. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder lain 

selama pelaksanaan Program RHL? 

7. Media atau forum apa yang digunakan untuk membangun komunikasi antar 
stakeholder? 

8. Apakah stakeholder diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau 
masukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan Program RHL? 

Indikator: Kepercayaan 
9. Bagaimana kepercayaan antar stakeholder dibangun selama pelaksanaan 

Program RHL? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah hubungan kerja sama antar stakeholder berjalan 
dengan baik? Mengapa 

Indikator: Pembagian Peran 
11. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar stakeholder dalam 

pelaksanaan Program RHL? 

12. Apakah pembagian peran tersebut sudah berjalan sesuai dengan kewenangan 
masing-masing stakeholde 
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LAMPIRAN II 

TRANSKIP WAWANCARA 

 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : Agus Sukamto S.Hut., M.Si  

Jabatan    : Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS 

Instansi    : BPDAS Ketahun 

 
Penulis Apa peran dari BPDAS Ketahun terhadap kebijakan RHL di 

DAS Lemau di Bengkulu Tengah? 
Informan BPDAS Ketahun disini berperan sebagai perencana, 

pelaksana dan juga penilai terhadap kebijakan ataupun 
program dari RHL di kawasan hutan di wilayah DAS 
Lemau, jadi untuk kegiatan RHL itu tentunya kita yang 
bertugas untuk merencanakan sesuai dengan kesepakatan, 
biasanya kita akan mengadakan rapat internal dan kemudian 
nanti akan dilanjutkan dengan stakeholder lain, seperti 
kegiatan sosialisasi kita akan mengundang dan biasanya 
akan ada SK kegiatan ataupun undangan dari BPDAS 
Ketahun. 

Penulis Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan RHL pada DAS Lemau? 

Informan Untuk dari kelembagaannya sendiri itu ada kita sendiri yaitu 
BPDAS Ketahun, DLHK Provinsi, KPHL Bukit Daun, 
Pemerintah Bengkulu Tengah, Pemerintah Desa, LSM/NGO, 
dan Kelompok Tani Hutan. Dan untuk desa nya itu dipilih 
berdasarkan dengan kawasan yang mempunyai kawasan 
yang kritis, biasanya di pedesaan dan merupakan kawasan 
dimana para masyarakat menggarap perkebunan ataupun 
pemilik kebun. 

Penulis Bagaimana proses penentuan stakeholder yang dilibatkan 
dalam program RHL di DAS Lemau? 

Informan Kita akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang 
undangan tentunya dan survei sosial ekonomi masyarakat  

Penulis Bagaimana Bentuk Partisipasi masing masing stakeholder 
dalam pelaksanaan program RHL? 
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Informan BPDAS Ketahun, DLHK Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit 
Daun itu sebagai Perencana, Pelaksana, dan penilai 
sementara pemerintah bengkulu tengah dan pemerintah desa 
itu memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi 

Penulis Apakah seluruh stakeholder selalu hadir dalam setiap 
tahapan pelaksaaan program RHL? 

Informan Selalu Hadir, pelibatan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, penilaian, hingga serah terima pekerjaan. 

Penulis Apakah terdapat stakeholder yang kurang aktif dalam 
pelaksanaan program RHL dan forum ? Apa penyebabnya? 

Informan Kalau untuk stakeholder itu semuanya pasti ikut, namun ada 
beberapa yang belum bisa ikut, pemerintah kabupaten 
biasanya karena keterbatasan wewenang dan juga biaya 
anggaran, untuk di semua forum semuanya ikut serta dan 
semuanya aktif. 

Penulis Apakah stakeholder yang terlibat memiliki latar belakang 
dan tugas yang berbeda dan apakah itu memengaruhi 
pelaksanaan program RHL? 

Informan Iya, karena stakeholder yang ikut itu biasanya adalah yang 
memiliki basis kerja di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan, di pemerintahan sendiri itu memang tugasnya 
untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi dari instansi 
masing masing, seperti BPDAS Ketahun yang mempunyai 
basis kehutanan dan lingkungan di bidang Daerah Aliran 
Sungai, jadi tugas kita tentunya melaksanakan kebijakan 
ataupun program mengenai DAS dan salah satunya adalah 
RHL di DAS yang dari BPDAS sendiri itu memiliki 
kawasan DAS yang memang menjadi kewenangannya.  
Sangat berpengaruh, sebelumnya keterlibatan terbatas, 
namun sekarang keterlibatan stakeholder meningkat seiring 
perubahan kebijakan RHL. 

Penulis Apakah pernah terjadi perbedaan kepentingan antar 
stakeholder dalam program RHL di DAS Lemau? Dan jika 
ada bagaimana BPDAS menyelaraskan tujuan antar 
stakeholder? 

Informan Pernah terjadi, untuk stakeholder pemahamannya belum 
sama dan cara dari kita sendiri itu melalui peningkatan 
kesepahaman dan peningkatan keterlibatan dalam kegiatan 
RHL, biasanya kita akan membuat kegiatan nah disitu adalah 
waktu dimana kita menyelaraskan tujuan bersama.  
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Penulis  Bagaimana komunikasi dilakukan antara BPDAS dengan 
stakeholder lain?  

Informan Kita akan melakukan pendekatan personal dan struktural, 
dan biasanyya saat kegiatan seperti rapat dan penyampaian 
surat secara resmi, selain itu melalui keterlibatan dalam tim 
penyunan kegiatan RHL, berkomunikasi lewat sosial media 
berupa Whatsapp atau telepon. 

Penulis Apa saja biasanya yang dibahas dalam rapat koordinasi? 
Informan Kegiatan nya berupa bagaimana bentuk kegiatan dari RHL 

Itu sendiri, bagaimana cara pelaksanaannya, pembahasan 
dan hasil monitoring dan evaluasi 

Penulis Bagaimana dari BPDAS Ketahun membangun kepercayaan 
dari stakeholder lain? Dan bagaimana 

Informan  BPDAS Ketahun membangun kepercayaan antar 
stakeholder melalui penyampaian informasi dan data yang 
jelas, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta 
kontrak yang telah disepakati, serta menerapkan prinsip 
transparansi dalam setiap tahapan program. Transparansi 
diwujudkan melalui penyusunan perencanaan secara 
bersama (multistakeholder) dan pelaksanaan kegiatan oleh 
kelompok tani. Meskipun pernah terjadi kendala yang 
berkaitan dengan komunikasi dan pelaksanaan fisik di 
lapangan, BPDAS terus menjaga kepercayaan dengan 
memperkuat komunikasi, keterbukaan informasi, dan 
koordinasi dengan seluruh stakeholder. Secara umum, 
seluruh stakeholder telah menunjukkan komitmen yang baik 
dalam mendukung pelaksanaan Program RHL. 

Penulis Bagaimana pembagian peran masing-masing stakeholder 
dalam pelaksanaan Program RHL mulai dari pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi, hingga bagaimana pembagian tugas 
dan kewenangan tersebut dilaksanakan di lapangan? 
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Informan Pembagian tugas dan tanggung jawab antar stakeholder 
telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan perencanaan 
yang telah ditetapkan. Seluruh stakeholder terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang 
tindih kewenangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 
secara berkala dengan melibatkan BPDAS Ketahun, DLHK 
Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit Daun, serta Kelompok 
Tani. Secara umum kapasitas sumber daya manusia telah 
mendukung pelaksanaan Program RHL, meskipun kapasitas 
kelompok tani masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi antar 
stakeholder telah berjalan cukup baik, terutama di dalam 
kawasan hutan, namun masih memerlukan peningkatan di 
luar kawasan hutan. Hambatan utama yang dihadapi 
meliputi belum optimalnya kesamaan tujuan, keterbatasan 
akses menuju lokasi kegiatan, serta kapasitas kelompok tani 
yang masih lemah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, 
BPDAS melakukan pendekatan dan komunikasi secara 
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelompok tani, 
memperbaiki aspek teknis pelaksanaan, memperkuat 
koordinasi antar stakeholder, serta mendorong sinkronisasi 
program dan anggaran agar kolaborasi berjalan lebih opti 
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 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : Yudi Riswanto S.Hut., M.Si  

Jabatan    : Kepala KPHL III Bukit Daun 

Instansi    : UPTD KPHL III Bukit Daun# 

 
Penulis Bagaimana Peran dan fungsi KPHL Bukit daun dalam 

mendukung pelaksanaan program RHL di DAS Lemau? 
Informan KPHL Bukit Daun merupakan UPTD di bawah DLHK 

Provinsi Bengkulu yang mengelola kawasan hutan lindung 
dan sebagian hutan produksi yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah. Dalam Program RHL, KPHL berperan 
sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BPDAS Ketahun. 

Penulis Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan KPHL Bukit Daun 
dalam pelaksanaan Program RHL? 

Informan KPHL terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan 
kelompok tani, pendampingan, penanaman, pemeliharaan 
tanaman (P-1 dan P-2), serta kegiatan konservasi tanah dan 
air seperti pembangunan dam penahan, dam pengendali, dan 
bronjong untuk mengurangi erosi. 

Penulis Bagaimana bentuk kerja sama KPHL Bukit Daun dengan 
stakeholder lain dalam pelaksanaan Program RHL? 

Informan KPHL bekerja sama dengan BPDAS Ketahun sebagai 
pelaksana utama kegiatan. Selain itu, KPHL berkolaborasi 
dengan penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, perguruan 
tinggi sebagai tim penilai tanaman, serta kelompok tani 
dalam mendukung pelaksanaan Program RHL. 

Penulis Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 
Program RHL? 

Informan Monitoring dilakukan secara berkala dengan diawali rapat 
koordinasi untuk membahas teknis kegiatan di lapangan. 
Setelah monitoring dilakukan dokumentasi tanaman, 
penilaian tingkat keberhasilan tanaman, dan penyusunan 
laporan sebagai dasar evaluasi maupun penyulaman 
tanaman. 

Penulis Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antar 
stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL? 

Informan Komunikasi dilakukan melalui grup WhatsApp, surat resmi, 
rapat koordinasi, dan sosialisasi kepada masyarakat di balai 
desa. Kegiatan tersebut melibatkan BPDAS, pemerintah 
kabupaten, pemerintah kecamatan, DLHK, serta stakeholder 
terkait lainnya. 

Penulis Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing-
masing stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL? 
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Informan BPDAS bertanggung jawab sebagai pelaksana utama 
Program RHL, sedangkan KPHL berperan sebagai 
pendamping, narasumber pelatihan, pendamping monitoring 
dan evaluasi, serta mendukung pengamanan kawasan 
melalui polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan 

Penulis Bagaimana kondisi kolaborasi antar stakeholder dalam 
pelaksanaan Program RHL? 

Informan Kolaborasi antar stakeholder telah berjalan dengan baik. 
Setiap kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi bersama 
sehingga masing-masing stakeholder dapat menjalankan 
tugas sesuai perannya dalam mendukung keberhasilan 
Program RHL. 

Penulis Menurut Bapak, apa yang perlu dipertahankan atau 
ditingkatkan dalam pelaksanaan kolaborasi Program RHL? 

Informan Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, monitoring, dan 
pendampingan perlu terus dipertahankan agar pelaksanaan 
Program RHL tetap berjalan efektif serta tingkat 
keberhasilan tanaman dapat terus meningkat. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 Nama      : Ahmad Sofiyan S.Hut.  

 Jabatan    : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan     
Masyarakat 

 Instansi    : DLHK Provinsi Bengkulu 

 
Penulis Bagaimana keterlibatan DLHK Provinsi Bengkulu dalam 

pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 
di DAS Lemau? 

Informan DLHK Provinsi Bengkulu terlibat melalui pembinaan 
kebijakan, koordinasi lintas instansi, serta ikut hadir dalam 
berbagai tahapan kegiatan di lapangan. Selain itu, DLHK 
bersama BPDAS Ketahun dan KPHL Bukit Daun 
melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan 
rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan. 

Penulis Apa tujuan DLHK Provinsi Bengkulu dalam mendukung 
Program RHL di DAS Lemau? 

Informan Tujuan DLHK adalah menjaga keberlanjutan kawasan hutan 
serta memastikan legalitas kawasan tetap terjaga agar tidak 
menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Kesamaan tujuan 
tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan BPDAS 
Ketahun, KPHL Bukit Daun, dan kelompok tani agar 
rehabilitasi berjalan berkelanjutan. 

Penulis Apa tujuan DLHK Provinsi Bengkulu dalam mendukung 
Program RHL di DAS Lemau? 

Informan Tujuan DLHK adalah menjaga keberlanjutan kawasan hutan 
serta memastikan legalitas kawasan tetap terjaga agar tidak 
menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Kesamaan tujuan 
tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan BPDAS 
Ketahun, KPHL Bukit Daun, dan kelompok tani agar 
rehabilitasi berjalan berkelanjutan. 

Informan Komunikasi dilakukan melalui jalur formal dan informal. 
Komunikasi formal digunakan dalam koordinasi kebijakan, 
tata batas kawasan, dan pelaksanaan program, sedangkan 
komunikasi informal dilakukan melalui tenaga pendamping 
KPHL Bukit Daun dan grup WhatsApp sehingga 
penyampaian laporan maupun pengaduan dapat dilakukan 
dengan cepat dan efektif. 

Penulis Bagaimana DLHK membangun kepercayaan dengan 
stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL? 
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Informan Kepercayaan dibangun melalui transparansi dalam 
sinkronisasi kebijakan, penentuan tata batas kawasan, serta 
komitmen kelembagaan. Keterbukaan tersebut 
menumbuhkan keyakinan antar stakeholder bahwa Program 
RHL dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Penulis Apa peran DLHK Provinsi Bengkulu dalam kolaborasi 
Program RHL di DAS Lemau? 

Informan DLHK berperan memberikan pembinaan, arahan kebijakan, 
koordinasi lintas sektor, serta mendukung sinkronisasi 
kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
agar pelaksanaan Program RHL berjalan sesuai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Penulis Bagaimana bentuk koordinasi DLHK dengan BPDAS 
Ketahun dan KPHL Bukit Daun? 

Informan Koordinasi dilakukan melalui pembinaan kebijakan, 
monitoring bersama di lapangan, penyelarasan pelaksanaan 
program, serta komunikasi yang berlangsung secara 
berkelanjutan agar setiap stakeholder menjalankan tugas 
sesuai kewenangannya. 

Penulis Mengapa koordinasi antar stakeholder penting dalam 
pelaksanaan Program RHL? 

Informan Karena pelaksanaan rehabilitasi melibatkan berbagai 
instansi dengan kewenangan yang berbeda sehingga 
diperlukan koordinasi agar kebijakan, pelaksanaan di 
lapangan, dan kegiatan monitoring dapat berjalan secara 
terpadu dan mencapai tujuan rehabilitasi hutan dan lahan. 

Penulis Bagaimana harapan DLHK terhadap pelaksanaan Program 
RHL di DAS Lemau ke depan? 

Informan Program RHL diharapkan mampu menjaga keberlanjutan 
kawasan hutan, meminimalkan konflik pemanfaatan lahan, 
serta terus memperkuat koordinasi antar stakeholder agar 
hasil rehabilitasi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 
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 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      :  Muharram Effendi S.Ikom 

Jabatan    : Kepala Bidang  

Instansi    : KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

 
Penulis Apa peran KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

dalam pengelolaan kawasan hutan? 

Informan KHDTK merupakan salah satu unit kampus yang diberi 
amanah oleh negara untuk menjaga, melestarikan, dan 
melindungi kawasan hutan. Kawasan KHDTK UMB berada 
di perbatasan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten 
Bengkulu Tengah dengan luas sekitar 1.992,69 hektar sesuai 
SK Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2016 

Penulis Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan KHDTK dalam 
mendukung pelestarian hutan? 

Informan KHDTK telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti 
sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, menjalin 
kolaborasi dengan masyarakat sekitar kawasan, melakukan 
kegiatan konservasi, penanaman pohon, serta kegiatan 
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai tujuan khusus KHDTK. 

Penulis Apakah KHDTK pernah melakukan penanaman di wilayah 
hulu DAS atau kawasan lain di luar sekitar KHDTK? 

Informan Hingga saat ini kegiatan penanaman masih difokuskan pada 
kawasan KHDTK sesuai Rencana Jangka Panjang 
Pengelolaan (LPJP) yang sedang disusun. Penataan kawasan 
dilakukan berdasarkan blok konservasi, pendidikan, 
pelatihan, kebudayaan, dan fungsi lainnya sesuai arahan 
Kementerian Kehutanan. 

Penulis Apakah KHDTK menjalin kerja sama dengan pemerintah 
atau stakeholder lain dalam kegiatan konservasi? 

Informan KHDTK telah menjalin kerja sama melalui MoU dengan 
Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu 
Tengah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, pemerintah desa 
sekitar kawasan, serta melakukan koordinasi dengan DLHK 
Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit Daun, dan BPDAS Ketahun 
dalam mendukung pelestarian hutan. 

Penulis Bagaimana struktur organisasi KHDTK dalam menjalankan 
tugas pengelolaan kawasan? 
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Informan KHDTK memiliki struktur organisasi yang menjalankan 
fungsi pengelolaan kawasan sesuai pembagian tugas masing-
masing. Setiap bagian melaksanakan tugas berdasarkan 
bidangnya dalam mendukung konservasi, pendidikan, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan 
kawasan hutan. 

Penulis Apakah KHDTK memberikan masukan dalam perencanaan 
kegiatan konservasi atau rehabilitasi hutan? 

Informan KHDTK menyusun sendiri Rencana Jangka Panjang 
Pengelolaan (LPJP) yang menjadi pedoman pengelolaan 
kawasan selama lima sampai dua puluh tahun ke depan. 
Penyusunan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian 
Kehutanan dan diajukan untuk memperoleh pengesahan. 

Penulis Apakah tujuan KHDTK sejalan dengan tujuan stakeholder 
lainnya? 

Informan Tujuan KHDTK sejalan dengan pemerintah dan stakeholder 
lainnya, yaitu menjaga kelestarian kawasan hutan. Selama ini 
tidak terdapat perbedaan pendapat yang berarti karena 
komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung terus 
dilakukan, termasuk pelaporan rutin kepada Kementerian 
Kehutanan. 
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 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      :  Hamidan 

Jabatan    : Masyarakat Desa Susup 

Instansi    : - 
 

Pihak Uraian 

Penulis Apakah Bapak mengetahui adanya Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL)? 

Informan “Iya, saya mengetahui adanya Program RHL dari pemerintah 
desa yang mengundang masyarakat mengikuti kegiatan 
sosialisasi.” 

Penulis Dari mana Bapak memperoleh informasi mengenai Program 
RHL? 

Informan “Informasi saya peroleh saat mengikuti sosialisasi yang 
diadakan pemerintah bersama pihak yang melaksanakan 
program.” 

Penulis Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi Program RHL? 

Informan “Iya, saya mengikuti kegiatan sosialisasi dan dijelaskan 
mengenai tujuan serta pelaksanaan Program RHL.” 

Penulis Apa saja yang dijelaskan pada saat sosialisasi? 

Informan “Dijelaskan mengenai tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, 
pentingnya menjaga kawasan hutan, serta manfaat program 
bagi masyarakat.” 

Penulis Apakah Bapak pernah ikut dalam kegiatan penanaman? 
  



115 
 

 

Informan “Saya tidak ikut melakukan penanaman karena yang 
melaksanakan penanaman adalah kelompok tani dan pemilik 
lahan yang telah ditentukan.” 

Penulis Menurut Bapak, apakah tujuan Program RHL sudah dipahami 
masyarakat? 

Informan “Menurut saya sudah dipahami karena masyarakat mengetahui 
bahwa program ini bertujuan menjaga hutan dan memperbaiki 
kondisi lingkungan.” 

Penulis Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah 
selama pelaksanaan Program RHL? 

Informan  “Komunikasi berjalan melalui pemerintah desa, kegiatan 
sosialisas, dan pendampingan dari pihak yang melaksanakan 
program.” 

Penulis Apakah masyarakat diberi kesempatan menyampaikan 
pendapat? 

Informan “Iya, saat sosialisasi masyarakat dapat bertanya dan 
menyampaikan pendapat mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan.” 

Penulis Apakah Bapak percaya Program RHL dilaksanakan secara 
terbuka? 

Informan “Iya, karena sebelum kegiatan dilaksanakan masyarakat 
diberikan penjelasan mengenai program.” 

Penulis Bagaimana pembagian peran menurut Bapak? 

Informan “Pemerintah mengoordinasikan kegiatan, BPDAS dan KPHL 
memberikan pendampingan, sedangkan kelompok tani 
melaksanakan penanaman.” 

Penulis Apa manfaat yang Bapak rasakan? 

Informan “Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pelestarian 
hutan serta menerima bibit tanaman.” 
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 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      :  TH 

Jabatan    : Anggota kelompok tani Desa Penembang 

Instansi    : - 
 

Pihak Uraian 

Penulis Apakah Bapak mengetahui Program RHL? 

Informan “Iya, saya mengetahui Program RHL dari kegiatan sosialisasi 
yang diikuti oleh kelompok tani.” 

Penulis Dari mana memperoleh informasi mengenai Program RHL? 

Informan “Informasi saya peroleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah bersama BPDAS dan KPHL.” 

Penulis Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi? 

Informan “Iya, saya mengikuti kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan 
penanaman.” 

Penulis Apakah Bapak ikut dalam kegiatan penanaman? 

Informan “Iya, sebagai anggota kelompok tani saya ikut melaksanakan 
penanaman sesuai pembagian tugas.” 

Penulis Apakah Bapak ikut dalam pemeliharaan tanaman? 

Informan “Iya, kelompok tani juga melakukan pemeliharaan terhadap 
tanaman yang sudah ditanam.” 

Penulis Menurut Bapak apa tujuan Program RHL? 
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Informan “Tujuannya memulihkan kawasan hutan dan lahan yang 
mengalami kerusakan serta menjaga kelestarian lingkungan.” 

Penulis Bagaimana komunikasi antara kelompok tani dengan 
stakeholder? 

Informan “Komunikasi berjalan melalui sosialisasi, pendampingan, serta 
koordinasi dengan BPDAS, KPHL, dan pemerintah desa.” 

Penulis Apakah kelompok tani dapat memberikan masukan? 

Informan “Iya, kami diberikan kesempatan menyampaikan pendapat 
mengenai pelaksanaan kegiatan dan jenis bibit yang akan 
ditanam.” 

Penulis Apakah Bapak percaya stakeholder melaksanakan Program 
RHL dengan baik? 

Informan “Iya, karena sejak awal kegiatan dijelaskan secara terbuka dan 
selama pelaksanaan kami terus didampingi.” 

Penulis Bagaimana pembagian peran dalam Program RHL? 

Informan “BPDAS mengelola program, KPHL mendampingi di 
lapangan, pemerintah desa membantu sosialisasi, sedangkan 
kelompok tani melaksanakan penanaman dan pemeliharaan.” 

Penulis Apa manfaat yang Bapak rasakan? 

Informan “Kami memperoleh pengetahuan mengenai rehabilitasi hutan, 
pendampingan teknis, serta ikut menjaga kelestarian 
kawasan.” 

  



 
 
 

   
 

118 
 

 
 IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      :  R (nama disamarkan) 

Jabatan    : Masyarakat Desa Penembang 

Instansi    : - 

 
Pihak Uraian 

Penulis Apakah Bapak mengetahui Program RHL? 

Informan “Iya, saya mengetahui Program RHL dari kegiatan sosialisasi 
yang dilaksanakan sebelum program dimulai.” 

Penulis Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi? 

Informan “Iya, saya mengikuti sosialisasi bersama anggota kelompok tani 
lainnya.” 

Penulis Apa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi? 

Informan “Dijelaskan mengenai tujuan program, lokasi penanaman, jenis 
bibit, pembagian tugas, dan cara pelaksanaan kegiatan.” 

Penulis Apakah kelompok tani dilibatkan dalam pelaksanaan Program 
RHL? 

Informan “Iya, kelompok tani menjadi pelaksana utama kegiatan 
penanaman di lapangan.” 

Penulis Apakah kelompok tani ikut menentukan jenis bibit yang ditanam? 

Informan “Iya, kami diberikan kesempatan menyampaikan masukan 
mengenai jenis bibit yang sesuai dengan kondisi lahan.” 
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Penulis Bagaimana komunikasi antara kelompok tani dengan BPDAS 
dan KPHL? 

Informan “Komunikasi berjalan dengan baik melalui sosialisasi, 
pendampingan, dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.” 

Penulis Apakah komunikasi berlangsung setelah kegiatan penanaman? 

Informan “Iya, komunikasi tetap dilakukan saat monitoring dan 
pemeliharaan tanaman.” 

Penulis Apakah Bapak percaya kepada stakeholder yang melaksanakan 
Program RHL? 

Informan “Iya, karena mereka selalu memberikan pendampingan dan 
informasi secara terbuka selama kegiatan berlangsung.” 

Penulis Bagaimana pembagian peran menurut Bapak? 

Informan “BPDAS sebagai penyelenggara program, KPHL sebagai 
pendamping lapangan, pemerintah desa membantu pelaksanaan 
kegiatan, sedangkan kelompok tani melaksanakan penanaman 
dan pemeliharaan.” 

Penulis Apa manfaat Program RHL bagi kelompok tani? 

Informan “Program ini membantu menjaga kelestarian hutan, memberikan 
pengetahuan mengenai rehabilitasi, serta meningkatkan 
kepedulian kelompok tani terhadap kawasan hutan.” 

Penulis Bagaimana keterlibatan kelompok tani selama pelaksanaan 
Program RHL? 

Informan “Kelompok tani terlibat mulai dari sosialisasi, rapat koordinasi, 
pelaksanaan penanaman, hingga pemeliharaan dan monitoring 
tanaman.” 
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LAMPIRAN IV 
          DATA  
       ( Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring  
        Pengelolaan DAS Lemau tahun 2024) 
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